
4. Undang-undang . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

Tambahan Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
Lembaran Negara Nomor 3480) ; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lint.as dan Angkutan Jalan ( Lembar an Negara 

NomOi- 83, Tambahan Lembaran Negara NomOi- 3480 ) ; 
( Lembar an Negar-a Republik Indonesia Tahun 1980 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 

Tahun 1950) ; 
i...i.11yi<..u11ye1.11 i=-(uf.J..i.11:::...i. Jawa Tengah ( Beri ta Negara 

Kabupaten dalam F-t::IIIUt::11 l,UKCll I 

Nomor ; r:..r· ;--.. 
.L.7:::JV ten tang 1.3 Tahun 1. Undariq+undariq 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
.._ L •. ~ 

l.t:: I :::>t:JJU l, perlu .-...:_..1,.. __ 
u .L. Cl l,ct:::, , 

- _J ,..i 

IIICll'\::C,UU untuk c , bahwa 

i - -- i- - ., ~ 
l'\t:::IIIUd.L .L. mengenai ke t.en l-Udl I diatur perlu 

Angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum 
kebutuhan fJt:::f kt:IIIUClttydtl dengan adanya 

cara, pengelolaan dan pengawasan izin trayek 

a. bahwa guna meningkatkan pembinaan penyelenggaraan 
izin t r ayek dipandang per Lu mengatur tentang tata 

BUPATI PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENYELENGGARAAN IZIN TRAYEK 
TENT ANG 

NOMOR 16 TAHUN 2002 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

;.. ' 

Mengingat 

i·it:::t 1..1.IIIUCll 1y 



Dengan . 

r-... - - ·- - ;,_ 1 .. - - ,;._ •• - - ~ - - ,-, - .A.- ~ 
Lldt:: r .:ti I r,..dUUf.Jd l,t:ll I l""d l-J. • 

12. i=-t:,(ai..u,-.:111 Dae r ah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas 

Tingkat II Pati ; 
..,1.: 
UJ. 

Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 

11. II Pati 
Pegawai 
Daer ah 

Kabupa t.en uaer ah Tingkat 
1989 tentang Penyidik 

Lingkungan Pemerintah i'~egeri Sipil 

·- 'l - - .ia.1.a11 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di 
dengan Kendaraan Umum; 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 

I ~ - -1 .. - - - - - ,-, - - - -- :!: - ~ - L .-,. - - ·- - i.- - L.L 11yl'.u11ya11 l""t:llllt:l I .1. II l,d.11 Lld.t:l I dll , 

9. Kc::1Jui..u:::..:111 Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Rancangan 
Keputusan 

oan 8entuk R.:1111...;d.11ga1, Undang-undang, 
Peraturan Pemerintah dan Ra111...;.:111y.:111 
Presiden; 

Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Peraturan Perundang-undangan 

8. i<t::µui..u::,c111 Presiden 
Teknik Penyusunan 

""" '\ 07~L) Negara Nomor 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Ktjwtj11c111y.:111 Pemerintah dan Kc::wc::11c111y.:111 Pr op i nss i 
Sebagai Daerah Otonom ( Lemba r an Negar·a Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Tambahan Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, 
Lembaran Negara Nomor 3529) ; 

Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan ( Lembaran Negara 
ten tang -.- - L. ·- I cll lUI I Nomor 43 Peraturan Pemerintah 6. 

) ; Republik Indonesia Nomor 

Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indone­ 
sia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

ten tang Tahun 1993 5. Peraturan Pemerintah 41 

Pemerintahan Dae r ah ( t.embar an Negara Republik 
Indonesia T anun 1 999 Noma r 60, T ambahan t.emba (a,, 
Negara Nomor 3849) ; 

ten tang 1999 NomOi· 22 T ahun 
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J. Mobil 

yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum 
dengan dipungut bayaran 

1.. r.:c::11uaJaa11 Umum adalah Setiap Kendaraan aer mo tor 
kendaraan itu; 

pad a Kan o l eh per-ala.tan t.ekrri k yang ber ada 
h. ~enuaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerak- 

111e11ya11yi<.ut barang-barang khus us ; 
keperluan khusus a.tau ··--'-·-i- UI I L,UI',, untuk kut o r anq 

J.i:::.c::u.ia.i<.dll untuk u.iµt::r yu11dkd11 oleh umum mengang- 
g. Angkutan Khusus adalah Kendaraan bermotor yang 

tetap ; 
Pi:::11u111pd11y Umum yang i..c::r ka.i i., dalam t r ayek dan 

Mobil -'-- Udll mobil Bus Umum - - - - - ·- - .. - - ; . - - lllt::1111..Jt! I !:JUI Id l',,d 11 dengan 
t.empa t ke t.empa t lain dalam satu dae r ah Kabupaten 

angkutan Pedesaan satu dari - ..J_ "'l - L 
dUdJ.dl I 

.t,. A--1 ... ,.a... __ 
I • HI tyt',,U !..di I 

dar i s at u tempat l<..c: i..t:miµai.. lain dengan 111t:n1yyu11a- 
e , Angkutan ada Lah Pemindahan orang dan Za t au ba r anq 

Pariwisata Kabupaten Pa.ti ; 
d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan 
c. Bupati adalah Bupati Pati 

Pati ; 
Ka bu paten •• - - - ·- .= - ..,_ - t.. l""t:mtt:H J. 11 L,Gl 11 b. Pemerintah Daerah adalam 

a. Daerah adalah Kabupaten Pati 
Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan 

Pasal i. 

KETEt~TUAt~ UMUM 

BAB I 

GARAAN !JIN TRAYEK. 

MEMUTUSKAN 

RAKYAT DAERAH ••A.-T 
t'H I .1. PERWAKILAN r ... r·1,fA'lo.l 

LIC.WHl'I 

• 

r: 
'- 

Menetapkan 



-r-.- 
i.i. BAB 

i<.t:::11ua r c1a11 yd.11y be rsangkutan. 

menyimpang dari izin trayek yang dimiliki ; 
s. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan 

keridar aannya i-r c1y1::~, untuk lZln 
kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki 

r. Izin Insidentil adalah Izin yang dapat diberikan 
pengangkutan dengan kendaraan umum; 

q . Lz i n Operasi adalah izin untuk me Lakukan kroy.i.c:1ta,, 

p. Izin Trayek adalah izin untuk 1111:::11Qd.11ykut orang 
dengan mob i I bus dan/atau mobil µ1:::11umµc111y umum 

trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan tidak 
d i t akuk an dengan tidak t.e r ka i t da l am ja1 .i11yd.11 

o. Tidak Dal.am Trayek adalah pelayanan angkutan yang 
L. - ~- ~ - -1 .. - "t - IJt:::fJd.UWclJ. , tidak 

secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau 
angkutan yang dilakukan dalam J"'-r J.11ya11 trayek 

adalah tetap dan Teratur n , Tr ay ek 

pelayanan angkutan umum 
jai-ingan yang menjadi satu kesatuan 

_.a - ·-.: Ucl r J. kumpulan adalah Trayek 
L. - ·- ~ - -I .. - ., !Jt:::f Jc(UWcl.l. 

m , :i a ( .i.11ya11 

setiap Lr c1yt:!j,, a.tau r z i n oper as i bagi lZlil 

pe Lay.arian jasa angkutan orang dengan mobil bus 
yang mempunya i asal dan tuj uan J.Jt:::( jc1ic111c111 t.e t.ap , 
lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak 

untuk l. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum 

baik tidak termasuk tempat duduk pengemudi, 
dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ; 

lengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk 
_, .! uJ.- yang adalah Kendaraan Bermotor .... ·- ou:::, K. i·'iobil 

perlengkapan tan pa 1-_.!,1. -l----- !JclJ._f'> Ut:::IIYclll lllclUJJUII 
_, s: 
U.L ' 

tempat duduk tidak t1:::rma~ui<. tempat duduk pengemu- 

J. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan ut:::rmui..ur" 
yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) 

4 - 



Pasal 4 .. _ . 

Daer ah .. 

Subyek pt:::i.ctyc1.11a11 adalah o r anq pribadi a t.au badan 
usaha yang menyelenggarakan izin trayek di wilayah 

Pasal 3 
OBYEK PENYELENGGRAAN r-c ,', i..l 

LJHl'I SUBY EK 
BAB III 

umum. 
- - -···. - - - di lYKU Ldl I Jasa pemakai masyarakat 

dan --L.:!'~::.a.,. __ 
IIIUUJ. .!. J. LG\=, 

tidak terjadi kondisi stagnasi yang dapat 
b. Menjamin kontinuitas pe Lay artan c1.11yi--ui..a11 agar 

cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya 
yang terjangkau oleh daya beli masyarakat; 

angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, 
yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan 

a. Untuk mewujudkan tersedianya Jasa angkutan 
adalah 

1n:1 Daer ah .-. - ·- - .L. •• ~- - - t't::H d l, U I d.11 (2) Tujuan ditetapkannya 

tel I I fJt:: I I UIII JJd. I IY • 

menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan angku- 
untuk kerida r aan umum yang ber oper o:::...i. serta 

...J _ 
Ut::ll'i::jd.11 jalan 

angkutan, jasa (Jt::l lyt::d..i.c1.c1.11 
t.r ans.po t as i 

dengan 
j Cl I .i. 11yc1.11 

angkutan 
jasa ke se i mbancan an tar a kebutuhan dicapai 

c1.11yi<.ui-c1.11 dengan keridar aan umum 
pelayanan 

agar dapat 
1111::11ydtUr dan mengendalikan untuk 

sebagai pedoman dan landasan kerja bagi Dinas 
adalah 1z1n trayek (1) Maksud 

2 Pasal 
Tii'"T9lr>t.5ol 
IVJVHl'I 

...,..,...i.,;- .. 1 ,r._. r,,.,.. .. , 
l"IHl'\~VU I.JHl'I 

-r- "T 
J. .1. BAB 

- 5 



Pasal 8 

l.i.._. _ ..... , ,u::,u::,. 

teratur, pengangkutan orang dimaksud Pasal 6 Peratu­ 
ran Daerah ini ini dapat dilakukan dengan angkutan 

dan tetap trayek dengan kendaraan umum dalam 
daerah tersebut sebelum ada pelayanan angkutan orang 

ekonomi yang berfungsi 111t:::11yyt:n ai-..a,, pe r kembanqan 
guna melayani daerah yang terisolir dan terbelakang 
Di Daer-ah yang sarana t.r ans.po r t.as i nya belum memadai 

.. , , 
t'ct::.d..l. I 

Pengangkutan orang dengan Kendaraan Umum dilakukan 
dengan mobil bus atau mobil penumpang . 

Pasal 6 
angkutan orang 

~t1nuc1.(aa11 umum yang d i oe r cunakan untuk 
Bagian Pertama 
PENYELENGGARAAN 

BAB V 

i<.1:::11ua(c1a11 umum melalui kegiatan penyelengga,-aannya. 
jasa pemakai umum kepada masyarakat ---•---- -- d.llYl",.U 1,d.11 

ut: r i u, 1y::,.i menj ami n kual i tas dan kuarrt i t as µt:::iaya, 1a11 
µt:11yd.tuca11, tata cara dan pengawasannya yang i z i n , 

BAB IV 
s A r-v A R A ... 

;::) l'I 

Pasal r- 
;:) 

Obyek µt:::layanc.11 adalah µe11yyu11ctct11 izin trayek atau 
izin operasi sebagai penyelenggaraan izin trayek di 

Pasal 4 

- 6 - 



b. Jaringan ...•. 
Kabupaten; 

daerah satu dalam seluruhnya 

__ ..,_ .. ---· .... 
lllt:: J. J. !JU l., J. 

a. J.:t,j_11H.:t11 trayek perdesaan yaitu trayek yang 

Pasal 1n1 r « '. I.. J.) (2) Jc1.(j_11Ha11 i.J.:tyt::k d imaks.ud aya t 

dalam jaringan trayek : 
--=· _, ; _ 
UJ. J.d.l'l.:::.cu ldl'\dl I umum dalam trayek tetap dan teratur 

(1) Un t uk pelayanan ariqk u t an orang dengan kendar aan 

Pasal 10 

dalam trayek. 

:::.t::bdyaj_111c1.11c1. dimaksud Pasal 6 Pe r a t.ur art Dae r ah a ru 

dilayani dengan trayek tetap dan teratur atau tidak 

umum Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan 

Pa s a I ", 

..L. - -- - ........ ·- l,t:l f d l,Uf dalam Trayek tetap dan 

Bagian Kedua 

oleh Kepala Dinas. 
uctr e111!::l mt:n 1ye111gi<.ut µ1:::11u111µG1.11y yang di ten-bi tkan 

--L.= ... IIIUUl. l. dan membawa surat keterangan """"--.!, .: •-.: ... t:: Ill .l .l .l " l. c. 
JJt::I IUlllf..JGll l!:,l, 

O, 4 me t.e r persegi per- 

muatan .., ;__.: 
.. Ld.l I l.,d.J. "ii •• - - . .Lua:::, 

a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang 
tingginya sekurang-kurangnya 0,6 meter 

wajib memenuhi persyaratan : 
1n1 ----L ~'·i'\. .-,---1 ctyc1.1, \_J.) r'd.::>d.J. sebagaimana dimaksud barang 

mobil (2) Pengangkutan orang dengan 111t:111yyu1 ,c1.kc1.11 

sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah 
1n1 ini dapat menggunakan mobil barang selain 
mobil penumpang dan mobil bus. 

ki,u:::.u:,:, angkutan or anq dengan ( 1) Pt:111ycmykutd11 

Pasal 8 

7 

• 



(3) Perusahaan ------- 
izin operasi ; 
kendaran umum tidak dalam trayek wajib memiliki 

wajib memiliki izin trayek; 
kerida r o:c111 umum dalam t.r ayek tetap dan t er a t.ur 

....Ji----- Ut::: 11\:ld.1 I melakukan kegiatan angkutan orang (1) Un t uk 

Pasal 13 

Wewenang pemberian 1z1n 
8agian Pertama 

N A N •• -.- -s- -r r<. ..L J ..L p E 
BAB VI 

dengan angkutan kegiatan melakukan (2) Untuk 

---•---~-- I.L. •. - .• - df 1\:11'.U l..dl I l'\I IU::::.u::::,. trayek dilakukan dengan menggunakan 
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam 

Pasal 12 
tidak dalam trayek 

ll---- 
UIIIUIII Angkutan Orang dengan Kendaraan 

iii-.._-= -- F\t::: t, .!. YG!. Bagi an 

untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

kendaraan c111yi<..ui...c.11 perbatasan serta per syar a t.an 
Tata Cara µt:::nyt::::l.t:::11gyc1(c1c111 angkutan µt:::i ut:::::::.ad.n dan 

• < 
..L..L Pas al 

r,. ·- - ..._: 
OUJ.Jd i. r ; 

Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur atas usul 
(3) Jaringan trayek dimaksud ayat (2) huruf b dan c 

berada di daerah Propinsi a.tau antar daerah 
ese Lur uhnya yang berbatasan dan 

c , Ja,-ingan t r ayek pe r bat.as an yai tu t r ayek antar 

perbatasan Dae r ah Pr op i nss i yang berdekatan ; 
melalui satu daerah Propinsi a.tau dalam 

b , Jar-ingan trayek perkotaa.n yai tu t,-ayek kota 
yang melalui pe r ba t as.an dae r ah kota/Kabupaten 

- 8 - 



(2) Ijin operasi bagi angkuta.n khusus berlaku untuk 
jangk.a waktu .3 (tiga) bu l an dan dapat d i.pe r+ 
barui/diubah sesuai dengan masa retribusinya. 

(3) Kar t.u ......• 

perbarui/diubah. 
--'.: uJ.- tahun dan dapat (lima) waktu 5 jangka 

(1) Izin trayek dan izin operasi berlaku untuk 

.-. ..,, ; r 
l"'d::>dJ. J..;:) 

Masa berlakunya izin 
Bagian Ketiga 

dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih 
lanjut oleh Bupati. 

izin µersyaratan --' - - Udll car a (2) Tata 

8upati. 
mengaj uk an pe rmol 1u11a11 secar a tertulis kepada 

ua.t::Ccti1 ..i,1.i.. pemohon s e Laku subyek pe Lay.arian wajib 
Pt:: r cs. i..u r a.11 

.. 7 
J..:, Pasal ...J:: .. ·-~·-' u J. llld l'-:::i. uu ~ __ _:: -'--·..L:-. 

J.11:::>J.Ul::H I l,J. J. lZln 
(1) Untuk mertdapa t.kan izin t r ayek , r z r n operasi dan 

Pasal 14 

Tata Ca r a i='t::(111ui1u11a.11 Ijin 
Bagian Kedua 

nama Bupati. 
Pasal ini d i be r i kan oleh Kepala Dinas atas (4) 

(5.) Ijin i..ra.yt::is., ijin operasi uan ijin insidantil 
dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 

kota dalam propinsi : 
ope r as i unt.uk angkutan J.JtH ut:::::i.aa.11 maupun arrt a r 
memiliki ijin trayek tetap dan teratur atau izin 

tel ah yang insidentil bagi angkutan izin 
(4) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat 111t::11t::fu.i..i..i<.a11 

menggunakan kendar aannya 111t::11y ..i111J..Ja11~ da r i tr ayek 

yang dimiliki ; 

trayek dapat diberikan izin insidentil untuk 
(3) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin 



BAB VIII .....•.. 

L---1-1 .•. 
Ut:f J.d"U. Perundang-undangan yang 

dengan sesuai ditetapkan 
yang izin operasi dan izin insidentil .I.. -- - • -- ·- 1.,f d.Yt:lK' 

ut::::c::.G\ ,- , ,y ct 

Peraturan Daerah 1n1 maka pemohon selaku subyek 
Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud Pasal 16 

izin retribusi berkewajiban 111t::111bdydr pelayanan 

. -. ., .. ,. 
l"'d::::.CIJ. l. I 

Peraturan Daerah 1n1 . 
13 dimaksud Pasal sebagaimana kerrda r a an UfliUiT1 

dengan menyelenggarakan kegiatan angkutan orang 
izin trayek, izin operasi dan izin insidentil untuk 

mendapatkan '--- ·-L.. - l. Ut:: I I ICI r. selaku subyek µt:::i.e1yc111e111 ,-··---'--- l"'t::IIIU I IU 11 

< ,· 
1.0 Pas al 

1,..;...1,.; i1·r;.(;..-1-.L-.AA.i 
UHl'f i'>C.WHv l. DHl'I HAK 

BAB VII 

Pasal 14 Peraturan Daerah ini. 
tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud 

_. _ 
Ut::I 1yc1.11 L. - ·- - ; • ._.:: ·- Ut:: I c\1',.111. I sebelum masa berlakunya 1z1n 

J'.L= -- ..... 1- •• , -- 1.. I., l. Yd ) uu .l. d I I selambat-lambatnya dalam waktu 3 
ini diajukan s ec.a r a t.er t ul i s kepada Kepala Dinas 
trayek dan izin operasi dimaksud ayat (i) Pasal 

lZln pernbaha r uan atau µt::rubai,.:111 

hari. 

(4) Izin Insidentil dapat diberikan dan berlaku 
untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 

dapat d i per bana r u i Zd i ubah tanpa dipungut b i aya , 
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan 

(3) Kartu µt::11yc&wa::::..:111 sebagai turunan Izin Trayek 

10 



S11Ar11 ·,.;- 
OHO J'\ •••••••• 

Perundang-undangan yang berlaku. 
Peraturan t.e r t.u l Ls diberi 

tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud Pasal 

Izin t r ayek , .i z i n ope r as i dan a z i n Lnss i derrt i I dapa t 

dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar atau 

Pasa.l 19 

PENCABUTAN IZIN 

'--- --·· _ ; __ . !._lt::1 1.d.KU. 

yang Perundang-undangan Peraturan lflt::I !U ( LI l, 

a , 1·it::111pt::(uich a z r n aengan cara yang t i dak s ah 
negara; 

h. Melakukan kegi a tan yang membahayakan i<..t::c1.111d11a1, 

ketentuannya ; 
--- -.Ji- •• • .. 
lllt::llld I., U 111. fJt::I IYt::IIIUUl. yang tidak 

is ti r aha t ba.gi periqemud.i . 

f. Ti dak mema t.un i ke t en t uan waktu kerja dan waktu 
angkut 

day a melebihi angkutan kegiatan e. Melakukan 

d , Melakukan pelanggaran ope r as i ona I yang ut::r kc:1.i i..ct11 

dengan pengusahaan angkutan; 

dahu l u da r i pejabat pemberi izin ; 
tanpa melapor dan mendapat pengesahan terlebih 

c. Merubah domisili dan penanggungjawab perusahaan 

b , i·it::11yo~(a.::::.ika.11 kerida r aan be rmo t.o r wajib uji tidak 
iiit::1m:a1ui1i syai-at teknis dan laik jalan 

izin ; 

Pemohon selaku subyek pelayanan yang menyelenggara­ 
kan izin trayek dilarang 
a. Mengingkari kewajiban yang telah ditetapkan dalam 

Pasal i8 
LARAt~GAt~ 

BAB XVIII 

11 



TAHUN 2002 NOMOR 50 SERIE 
i r··.-...-r .. A.,-.;;.._ ;..i .---....,:..I:.,;,...,;;. 0 if;<,.. i""-.4 i•-•A T 1- .\.i r-, A 7·1~ 
LC..t'IOMr<.Hl'I UHC.t'\Hn 1'HOVl"'H I C.l'I l"'H I J. 

PATI 

___ J_ .4--~---• -;;.,- ... ··---~ ,-- .. , ... ., ... , .. 
1-Jci.Ud. l.,ctliSj~clJ. .lV vUli..L LVVL 

·riciAER.AH KA8UPATEN 

D.i UI 1cict1 ·~i<-ct1 ! di p a t l 

B1TI-1~- 
- --;- A r-. T a,..; ;. i,.I 

I H ~:, J. l'I H l'f 

.- .. .:: .L - .i..- - - ' " - - _; .: .-. - .i... : lJJ.LtLd.f.JK,.:i.11 U.J. l"'dl....L 

pada tanggal 10 Juni 2002 

-- -· - - -- ·- - ..i... - - -• - I - - l - ~ ;..., - -- - - r .... - - ·- - L I/ - ,_ - . - - .J- - - r. -· ..... r f.Jt:: 1 It:: 111 f.Jd l-d.11 Ud.J.d.111 Lt:::llil'Jdl ell I LJdt::I d.11 1'd.l.JUf.Jd. l..t:::I I r•ct L..J. • 

rnengetahuinya. dapat orang --.iL.~ -·- :::,i:::1-.J.cq.J Agar 

diunda.ngkan. 
ta.nggal s.ejak 1n1 mulai berlaku ..... - - ·- - 1- LJd.t:: I di I I 

dengan meme r i nt.ahkan pengundangan r-:t:q.Jui...u::c.a.11 1n1 

1n1, :::.t::µa11ja11y 1111::11yt:!t1dii t ekn i s pe Lak.s anaannya ak an 

diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
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Peraturan , __ : _ 
Kt:: t,t:::I I t..UG\11 sesuai .- .... ~ -- - - : .- .. - _; - - : iii - ~ ...... - ·- LJ J. I Id.::::./ DdUd.i I/ 1'dl i l.,U I 

Pimpina.n/Kepa.la. '·-··---_J- K~j..Jd.Ud. delega.sikan 
Peraturan Dae(ah ini dilaksanakan oleh Bupati dan 

____ , -·----·- -- 
j,.Jt::J.dl'.:::>dil iddl I te(hadap 
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Pasal 7 
Cukup jelas 

.-. , ~· rct:::>ct..1. o 

Cukup jelas 
Pas.al 5 

Cukup jel.as 

.. - .... i ... _ .:!-• -- 
\..,Ul'\Uf-1 Jt:::..1.ct:::> 

Pas.al .3 

jumlah tersedianya angkutan umum yang disebabkan 
i<.~11uc1.fd.a11 kurang pemogokan lain-lain. 

me l ayarri jaringan t r ayek t.er t.erit.u sebagai akibat tidak 
kondisi uimana tidak kegiatan angkutan umum yang 

suatu _ _;_,. _.._ d.Ud..1.dl I ; _.~_.: _.._ .: 
l'\UI 1u..1.::,,..1. :::, l,.:1,y11ct::::...1. dengan dimaksud Yang 

Huruf b 
Cukup jelas 

Pas.al 2 
Cukup jelas. 

Pasal 1 

.-.;.....,- .. r,,., 
l"'H;:)HL PASAL DEMI T -.- 

.. Ll. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas pe r Lu JJt:::11ycttur a11 
fJt:::11yclc11ygctr ctct11 1 z i n tr ayek yang menyangkut a-spek pengelol.aan, 
pembe r .ia.11 i z i n dan JJt:::11yc1wc1:::,ct1111yo 111ctr..a per lu d i a t ur dengan 

sepanjang be r ada dalam wilayah Kabupa t.en Pati. 
s.annya tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati 

pengawa- .... __ Ud.11 trayek sekaligus pengatu;-an, pengelol.aan izin 
at.as diberi kewenangan untuk melakukan pungutan P.ati 

Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah, Pemerintah Kabupaten 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 22 

I. UMUM. 

PENYELENGGARAAN IZIN TRAYEK 
TENT ANG 

NOMOR 16 TAHUN 2002 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

A T A S 
P E N J E L A S A N 



Pasal 11 

t r anspo r i.-d.:::,.i. Kabupaten dan sel.ar.as dengan Renc.ana Umum 
Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten. 

dan pt:11yi<..a.jia.n yang me r upak an bagian da r i po La umum 
Ft:11t:taµa1, Jar .1..11ya.11 t.r ayek didasarkan atas hasil s.ur ve i 

,1--. •• ; - •• - ..! - , - - 
1...-U!'.Uf.J Jt:iJ.d,:::,. 

Cukup jelas. 
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.,,- _ ~-· -- 
1....Ul'\Uf..J Jt:J..a:::, • 

.. - - - .. " l"'ct:::.ctJ.. 7 

I 

I 
I 
I 

I 

oleh kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur. 
-'-!"'l ..: 
UJ.J..d.YclllJ.. Jar J.11ya.11 jalan oada t r ayek t.er s.ebu t be Lum 

untuk membe r i tahukan kepada Pejabat t er ka i t bahwa 
i.-(a.y1::ik dan ketei-angan-keterangan lain yang uc:r fu,1y:::,i 

jaringan tentang data dan informasi dari kendaraan, 
1111::i, 1t::1 ( a.11yka11 diterbitkan oleh Kepala Dinas yang 

sebuh surat yang adalah penumpang mengangkut 
Yang dimaksud dengan surat keterangan mobil barang 

Cukup jelas 
Hunif d 

Huruf c 
Cukup jelas 

Cukup jelas 
Huruf a 

Ayat (2) 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Pasal 8 

Kabupaten Pati. 
... .: 
UJ.. lain yang berdomisili per usabaan -oe r us ahaan a tau 

barang unt uk angkutan kar yawan bagi keprluan panen/ tebang 
tebu yang diajukan oleh administratur Pabrik Gula, PTP 

mobil Yang dimaksud dengan angkutan khusus dapat berupa 
Pa.sal 7 

r, 
L 



Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 
Pasal 21 

Cukup jelas. 
Pas.al 20 

Cukup jelas. 
••---" -tr;, l"'cl::::.d..J. .J. 7 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pas.al 17 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

setelah mendapat Keputusan dari Kepala Din.as. 
1 z r n ---'-- .c : J.Jt:: 111 ut:: r .J. 

··--- -1~--.L..:!-'----··-- _,_L --~-.__..._ yd IIY U J. f.Jt:: L. .J.111 UGI I ISf "cl II U J. t:: II jJt::J d. Ud l, kebutuhan 

Un t uk angkutan khusus tidak puny a t.ur unan be r upa kar t u 
f-J~'•!::Jdwa::::..:1.11 dan masa be r Laku I z i n unt.uk jangka waktu sesuai 

Pasal 1.5 

Cukup jelas~ 
Pasal 14 

,_i_ _ 
t'>I IU:::.U:::,. 

Daer.ah ini adalah merupakan izin trayek untuk angkutan 
Yang d i mak s ud l ZHi uµ~(ct::=..i da l am pengei·tian iJt::( d i..ur dll 

Ayat 
Cukup jelas. 

Ayat (i) 
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tetap tidak , ,:_ .... _ 
l'\d. I t::I Id. J. J.11 L.d::::.dl I trayek -l-. -- Ud J. enu tidak ---•---· -- c111y1,u l,ctl I 

mobil bus i..t::(111.:1::=.ui<. dalam klasi fikasi dan penumpang 

Pas.al 12 

Cukup jel.as. 
Pasal 11 

--'-~ "\ 
IIIUIJJ. J. barang, --'--=. IIIUU.J..J. aengan menggunakan khusus Angkutan 


